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PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BERAU
NOMOR 483TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN'EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA MANDIRI (SELF
EVALUATION) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
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KABUPATEN BERAU
<
BUPAT! BERAU,

pahwa dalém rangka menilai keberhasilan capaian kinerja
di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Berau,;

bahwa dalam rangka menilai akuntabilitas atas pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran;

bahwa bertlasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b
tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupat
Berau.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang
Pembentukan Daerah Tk I di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5587), sebagaimana telah  diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja. Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara  Republik "Indonesia
Nomor 4614);
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4, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunarn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4663);

5. Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4187); ‘

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tate Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia
Pahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 986};

9. Peraturan Bupati Nomorn 53 Tehun 2018 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Permerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Alkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Mandiri (Self
Evaluation) Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau. |

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Impleme_ntasi Bistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Secara Mandiri (Self
Evaluation) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Berau dimaksud diktum KESATU Keputusan ini terdiri dari

a. BP}‘BI Pendahuluan

b, BABIl Perencanaan Evaluasi

c. BABIIl Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP
d, BABIV Pelaporan Hasil Evaluasi

e. BABV Penutup

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA
Keputusan ini tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 5 September 2019

BUPATL BERAU ;

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Wakil Bupati Berau di Tanjung Redeb.

5 Sekretaris Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
3. Perangkat Daerah terkait. )

4, Arsip.
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TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS
IMPLEMENTAS! SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA
MANDIRI (SELF EVALUATION) PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BERAU.

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SECARA MANDIRI (S8ELF
EVALUATION) PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

| KABUPATEN BERAU.

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntahilitas kinerja birokrasi, Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nemor 29 Tahun 2014
tentang SAKIP. .

Untuk mengetahui sgjauh mana instansi pemerintah

mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja
instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi
SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah untuk
secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan
capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.
Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP secara mandiri harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu diperlukan suatu pedoman
evaluasi atas implementasi SAKIP yang dapat dijadikan panduan bagi evaluator
internal perangkat daerah. -
Pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP ini, disusun sebagai upaya
percepatan peningkatan capaian penilaian LKjIP perangkat daerah dan aechagai
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nemor 29 tghun 2014 tentang Bistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
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Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk umum
dalam rangka gvaluasi atas implementasi SAKIP yang dilakukan secara mandiri
oleh perangkat daerah. Karena sifainya umuin, pedoman ini beris ‘Egntang
perercanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan evaluasi. Pac?a
setiap penugasarn evaluasi atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain
evalnasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan untuk memenuhi
tujuan evaluasi yang ditetapkan, yang selanjutnya dilakukan evaluasi kembali
dalam rangka penjaminain mutu (Quality ‘Assurance) oleh Inspektorat
Kabupaten Berau selaku eveluator teralkhir/final.

3. Pengertian Evaluasi

Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang
sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan,
serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan
peningkatan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pemeri,nt_ah.

sistem yang ada, pamun adakalanya evaluasi tidak dapat dilakukan hanya
dengan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi yang
ada pada instansi, Data dari luar Perangkat Daerah juga sangat penting sebagai
bahan analisis. Evaluasi dapat dilakukan dengan tidak harus tergantung pada
kelengkapan dan keakuratan data yang ada. Informasi yang memadai dapat
digunakan untuk mendukung argumentasi mengenai perlunya perbaikan,
Penggunaan data untuk evaluasi diprioritaskan pada kecepatan memperoleh
data dan keguneannya. Dengan demikian, hasil evaluasi akan lebih cepat

diperoleh dan tindakan perbaikan dapat segera dilakukan.

Dalam berbagai hal, evaluasi dilakukan melalui monitoring terhadap

t v
a P

Evaluasi lebih memfokuskan pada pengumpulan data dan analisis untuk
membangun argumentasi bagi perumusan saran/rekomendasi perbaikan. Sifat
evaluasi lebih persuasif, analitik, dan memperhatikan kemungkinan
penerapannya.

€. Tujuan Bvaluasi

Tujuan evaluasi atas irnplementasi SAKIP dapat ditentukan setiap tahun
sesuai dengan kebijakan evaluasi yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran
evaluasi sangat tergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan
kebijakan pimpinan Perangkat Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan
evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Secara umum, tujuan evaluasi atas implementasi SAKIP adalah untuk:
1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP,
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Melakukan perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
4, Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Inspektorat periode
sebelumnya.

), Ruang Lingkup '

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan
evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk
penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian

kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja

oy
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buKanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam
evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal (knowledge} yang dapat
dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP

mencakup:

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian
kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;

9. Penilajan terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;

3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan

4. Evaluasi terhadap kebijakan Perangkat Daerah yang bersangkutan. Untuk
keberhasilan pelaksanaan evaluasi, terlebih dahulu perlu didefinisikan
kepentingan pihak-pihak pengguna informasi hasil evaluasi.

Informasi yang dihasilkan dari suatu evaluasi yang dapat diakses antara
lain mencakup:
1. Informasi untuk mengetahui tingkat kemajuan/perkembangan (progres);
2. Informasi untuk membantu agar kegiatan tetap berada dalam alurnya; dan
3. Informasi untuk meningkatkan efisiensi.

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup evaluasi terhadap
kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah adalah kemudahan dalam
pelaksanaan dan didukung oleh sumber daya yang tersedia. Pertimbangan ini
merupakan konsekuensi logis karena adanya keterbatasan sumber daya.

Kerangka Kkerja evaluasi atas implementasi SAKIP secara mandiri
digambarkan sebagai berikut;

(PERUMUSAN TUJUAN EVALUASI ]
1

r~

PENENTUAN RUANG LINGKUP EVALUASI ]
\ ! !
r el
PERANCANGAN DESIGN EVALUAS! ]
e

EMILIHAN
-

)

[ METODE DAN TEKNIK INSTRUMENT DAN ALAT ]

_d
" w
( PELAKSANAAN PENUGASAN EVALUASI

.

[ —=L = J

PELAPORAN DAN PENGKOMUNIKASIAN
HASIL EVALUASI

=~z

[ PELAKSANAAN QUALITY ASSURANCE OLEH ]

INSPEKTORAT




_7 -

E. Pelaksanaan Penjaminan Mutu (Quality Assurance) oleh Inspektorat, dengan
tahapan sebagai berikut :

1) Inspektorat memberikan pendampingan atas pelaksanaan self evaluation
internal pada organisasi perangkat daerah.

2) Tim self evaluation evaluasi SAKIP perangkat daerah menyusun hasil
evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya dan selanjutnya
disampaikan kepada Inspektorat paling lambat bulan April setiap tahun.

3) Inspektorat selaku evaluator final/terakhir melakukan evaluasi kembali
dalam rangka penjaminan mutu (Quality Assurance} atas laporan
sebagaimana dimaksud pada point (2).

4) Inspektorat melakukan Quality Assurance berdasarkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah.

5) Hasil Quality Assurance disampaikan ke Bupati Berau sebagai bahan
perbaikan atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah.

BAB 11
ﬁ PERENCANAAN EVALUASI

A. Pembentukan tim Evaluasi

1) Pimpinan organisasi perangkat daerah melakukan evaluasi atas
implementasi SAKIP di lingkungan organisasi setiap tahun.

2} Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (1) digunakan untuk
memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
khususnya kinerja pelayanan publik secara berkelanjutan.

3} Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada point (1) dilakukan
secara mandiri (self evaluation) oleh tim self evaluation evaluasi SAKIP yang
ditunjuk oleh pimpinan organisasi perangkat daerah dengan Surat
Keputusan Pengguna Anggarar.

Hal terpenting dalam pelaksanaan evaluasi adalah ketersediaan SDM
sebagai evaluator. Kualitas SDM evaluator menjadi pemicu utama keberhasilan
pelaksanaan evaluasi yang berkualitas, Persyaratan evaluator mencakup:

ﬁ a) Telah mengikuti pelatihar/ bimbingan teknis tentang Sistem AKIP;
b) Telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.

Kedua jenis persyaratan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya
sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk
mengikuti (dan telah mengikuti) kedua pelatihan tersebut. Dalam hal kedua
persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka setidaknya evaluator yang

ditugaskan untuk melakukan evaluasi SAKIP telah mendapat pendampingan
dari Inspektorat.

B. Desain Evaluasi

Dalam melakukan evaluasi, perlu diperhatikan beberapa kendala (constraint)
yang secara umum dihadapi oleh evaluator. Kendala-kendala tersebut adalah
waktu, dana, orang/ personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi,
dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi. Persiapan yang matang
sebelum melaksanakan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun desain

evaluasi yang baik agar pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan
berhasil.
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Desain evaluasi merupakan kegiatan yang pada intinya mengidentifikasikan:

1. Jenis informasi evaluasi yang perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi,
misalnya: deskripsi, pertimbangan profesional (judgement}, dan interpretasi,

2. Jenis pembandingan yang akan dilakukan, sesuai dengan jenis evaluasi
(evaluasi kelayakan, evaluasi efisiensi, dan evaluasi efektivitas) yang
masing-masing memerlukan jenis pembandingan yang berbeda, sehingga
memerlukan desain yang berbeda.

Elemen-elemen desain yang harus dipertimbangkan secara spesifik sebelum

pengumpulan informasi adalah:

1. Jenis informasi yang akan diperoleh;

0. Sumber informasi {misalnya, tipe responden);

3. Metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik (misalnya, random
sampling);

4. Metode pengumpulan informasi {misalnya, struktur wawancara dan
pembuatan kuesioner);

5. Waktu dan frekuensi pengumpulan informasi,

6. Dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program (untuk
pertanyaan tentang dampak atau hubungan sebab-akibat); dan

7. Analisis perencanaan.

Kegiatan penyusunan desain evaluasi pada akhirmya akan menentukan
metodologi evaluasi dan teknik evaluasi.
1. Metodologi Evaluasi.

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah

metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang

telah ditetapkan dan mempertimban gkan kendala yang ada. Sehingga dapat

memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP dan

peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Teknik Evaluasi

Berbagai teknik evaluasi yang digunakan oleh evaluator tergantung pada:
~ @ Tingkatan tataran (context) yang dievaluasi dan bidang (content)
- ¥ permasalahan yang dievaluasi.
- ¥Y) Bvaluasi pada tingkat kebijakan berbeda dengan evaluasi pada
tingkat pelaksanasn program.

2) Evaluasi terhadap pelaksanaan program berbeda pula dengan

e :evaluaSi terhadap;pelaksanaan kegatﬂn.

b. Validitas dan ketersediaan data yang mungkin dapat diperoleh.
Berbagai teknik evaluasi dapat digunakan, namun yang terpenting
adalah dapat memenuhi tujuan evaluasi. Teknik-teknik tersebut antara
lain adalah telaah sederhana, survei sederhana sampai survei yang detail
dan mendalam, verifikasi data, riset terapan (applied research), berbagai
analisis dan pengukuran, survei target evaluasi (target group), metode
statistik, metode statistik nonparametrik, pembandingan
(benchmarking), analisa lintas bagian {cross section analysis), analisa
kronologis (time series analysis), tabulasi, penyajian pengolahan data
dengan grafik/icon/ simbol-simbol, dan sebagainya.

C. Pelaksanaan Penugasan.

Kegiatan pelaksanaan evaluasi meliputi beberapa tahap, yaitu:
a. Pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.
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Ketersediaan data sebagai bahan evaluasi sangat membantu evaluator
dalam menjalankan tugas.

b. Penyusunan draft Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Penyusunan draft LHE biasanya dilakukan oleh tim evaluasi. Sebelum
menyusun draft LHE pimpinan organisasi perangkat daerah telah
menyetujui permasalahan yang\diperoleh tim.

c. Finalisasi LHE

Finalisasi LHE merupakan tahap akhir dalam penulisan laporan. Hal ini
dilakukan setelah adanya reviu dari pihak-pihak yang berwenang terhadap
draft LHE yang telah disusun sebelumnya.

BAB 1lI
PELAKSANAAN EVALUAS| ATAS IMPLEMENTAS! SAKIP

- B

A. Data'dan Informasi

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada Survei Pendahuluan Sesuai
e ) dengan tujuan dan manfaat survei pendahuluan, beberapa data/ informasi
yarig diharapkan diperoleh antara lain mengenai:

a. Ttigas, fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah;

b. 'Pératuran perundangan yang berkaitan dengan Perangkat Daerah;

c. Kegiatan utama Perangkat Daerah,;

d. ‘Sumber pembiayaan Perangkat Daerah;

e. ‘Sistem informasi yang digunakan;

f. Keterkaitan Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah;

g. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Kerja dan Anggaran,
Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Indikator Kinerja Utama (IKU}, Indikator
Kinerja Individu (IKl} yang dimiliki Perangkat Daerah dengan Pemerintah
Daerah;

h. Laporan Kinerja Perangkat Daerah,;

i, Sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya,

j. Laporan Keuangan dan pengendalian; serta :

k. Hasil evaluasi dan reviu periode sebelumnya, baik hasil self evaluation

m maupun hasil evaluasi Inspektorat.

B. Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

1. Evaluasi atas komponen SAKIP
Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang
telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas
implementasi SAKIP tahun sebelumnya, maka isu-isu penting yang ingin
diungkap melalui evaluasi atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:
a. Perangkat Daerah dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan
perencanaan kinerja berfokus pada hasil,
Pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
Pengungkapan inforrnasi pencapaian kinerja;
Monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan
program, khususnya program strategis;
Keterkaitan diantara seluruh komponen-komponen perencanaan
kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan
pengendalian serta pelaporannya;
f. Capaian kinerja utama dari masing-masing Perangkat Daerah;

oo
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Tingkat implementasi SAKIP Perangkat Daerah; .
L. Memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil
evaluasi yang belum ditindaklanjuti.

b

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan
komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja,
pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian
kinerja.

Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan
penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama (IKU}
sampai saat dilakukan evaluasi.

Krteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam
Lembar Kerja Evaluasi (LKE}. LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-
komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan
seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian. ([lustrasi LKE

ﬁ terdapat pada lampiran pedoman ini).

9. Penilaian dan Penyimpulan
1. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi harus menyimpulkan hasil
penilaian atas fakta obyektif  Instansi pemeriritah ~ dalam
mengimplementasikan perencanaarl kinerja, pengukuran kinerja,
pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan
kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE.
2. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut:
a. Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (il
komponen; (ii) sub-komponen; dan (i1i) kriteria.
b. Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai
sebagai berikut:

No. Komponen | Bobot Sub - Komponen
1 | Perencanaan | 30% | a. | Rencana Strategis (10%),
f") Kinerja meliputi :
Pemenuhan Renstra : 2 %
Kualitas Renstra : 5%
Implementasi Renstra : 3%

b. | Perencanaan Kinerja
Tahunan (20%), meliputi:

Pemenuhan Perencanaan : 4 %
Kinerja Tahunan
Kualitas Perencanaan : 10%
Kinerja Tahunan
Implementasi Perencanaan : 6 %
Kinerja Tahunan
2. | Pengukuran 25% | a. | Pemenuhan pengukuran : S %
Kinerja b. | Kualitas pengukuran ; 12,5
%
¢. | Implementasi pengukuran ) 7,9%
3. | Pelaporan 15% | a. | Pemenuhan pelaporan : 3 %

Kinerja b. | Kualitas Pelaporan | 7,5 %
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No.

Komponen | Bobot Sub - Komponen

Pemanfaatan Pelaporan 1 4,59%

Evaluasi 10%
Kinerja

Pemenuhan evaluasi : 2 %
Kualitas evaluasi : 5%
Pemanfaatan hasil evaluasi : 3%

plo TR o

Capaian 20% Kinerja yang dilaporkan | 7,9%
Kinerja (output)
Kinerja yang dilaporkan <1 12,5%
(outcome)

=)

Total 100%

Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem
AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan
pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan
Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a dan
b didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam
Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran
Kinerja.

. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan

sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap
pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau
a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-
pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan
kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan
yang membutuhkan “judgements” dari evaluator dan biasanya terkait
dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.

. Setiap jawaban “ya” akan diberi nilai 1, sedangkan jawaban “tidak”

diberi nilai O.

. Pemilihan jawaban a/b/c/d/e, didasarkan pada kriteria tertentu dan

judgement evaluator. Kriteria sebagaimana tertera dalam penjelasan
template, merupakzn acuan dalam menentukan jawaban a/b/c/d/e.
Penilaian atau penyimpulan atas pertanyaan yang terdiri dari beberapa
sub-kriteria dilakukan berdasarkan banyaknya jawaban “ya’ atau
stidak” pada masing-masing sub kriteria tersebut. (Misalnya untuk
menyimpulkan kondisi sasaran atau indikator kinerja, dimana
berhubungan dengan lebih dari satu sasaran atau lebih dari satu
indikator kinerja, maka penilaian va” atau “tidak” dilakukan atas
masing-masing sasaran dan /atau masing-masing indikator kinerja,
baru kemudian ditarik simpulan secara menyeluruh).

Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e",

selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus
menggunakan professional judgements-nya dengan
mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria,
dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.

_Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan

dilakukan sebagai berikut:

e Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada
setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu.
Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi
nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10
pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka
ailai untuk sub-komponen tersebut adalah: [3/10] x 10 = 3;
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Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang
memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub
kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai
rata-rata;

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai
sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka
tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.

i. Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan
dilakukan sebagai berikut:
e Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja

instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari
masing-masing komponen.
Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan
dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi
yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai
berikut:

No.

Katagori | Nilai Angka interpretasi

AA >9G - 100 Sangat Memuaskan,

A >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi
" |dan sangat akuntabel.

8B >70-80 sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik dan memiliki
sistern manajemen kinerja yang andal.

8 >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki
sistem yang sudah dapat digunakan uptuk menajemen
kinerja dan periu sidikit perbafkan

cC >50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya Cukup baik,
taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan
untuk  memproduksi .informass kinerja, untuk
pertanggung jawaban dan periu banyak perbaikan tidak
mendasar.

C >30- 50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,
memiliki sistem untuk menajemen kinerja tapi perlu
banyak perbatkan minar dan perbaikan yang mendasar.

D 0-30 Sangat Kurang Sistem dan tatanan tidak dapat
diandalkan untuk penerapan menajemen kinerja, periu
banyak perbaikan, sebagan perubshan yang sangat
mendasar.

Untuk menjaga obyektivitas dalam penilaian, perlu dilakukan reviu

secara berjenjang dari pihak-pihak yang berwenang di dalam tim self
evaluation organisasi perangkat daerah.




- 13 -

BAB IV
PELAPORAN HASIL EVALU ASI

Setiap tugas untuk pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP harus
menghasilkan Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE
ini disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis
yang didokumentasikan dalam KKE.

Setiap langkah evaluator yang cukup penting dan setiap penggunaan teknik
evaluasi harus didokumentasikan dalam KKE. Kertas kerja tersebut berisi fakta
dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan
permasalahan. Data dan deskripsi fakta ini ditulis mulai dari uraian fakta yang
ada, analisis (pemilahan, pembandingan, pengukuran, dan penyusunan
argumentasi), sampai pada simpulannya.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal
penting bagi perbaikan manajemen kinerja Perangkat Daerah. Penulisan LHE
mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik, antara lain:
Penggunaan kalimat yang jelas dan bersifat persuasif untuk perbaikan, tidak
menggunakan ungkapan yang ambivalen atau membingungkan dalam Pproses
penyimpulan dan kompilasi data.

Evaluator harus berhati-hati dalam menginterpretasikan data hasil evaluasi,
menyimpulkan dan menuangkannya dalam laporan. LHE atas implementasi SAKIP
Perangkat Daerah yang dievaluasi tim self evaluation, disampaikan kepada
Inspektorat.

Format LHE, selain bentuk surat {short-form), juga dapat berbentuk bab yang
dikenal dengan bentuk penyajian yang panjang (long-form).
Secara garis besar, outline LHE atas implementasi SAKIP adalah sebagai berikut:
o Ikhtisar Eksekutif
e Bab I Pendahuluan
Dasar Hukum Evaluasi
Latar Belakang
Tujuan Evaluasi
Ruang Lingkup Evaluasi
Metodologi Evaluasi
Gambaran Umum Evaluatan
Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya {jika periode
sebelumnya dievaluasi)

e Bab Il Hasil Evaluasi
a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja
Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

T @@ RO O

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja
Evaluasi atas Evaluasi Internal
. Evaluasi atas Capaian Kinerja

e Lampiran

0 oo T
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Format LHE dalam bentuk surat

KOP OPD KABUPATEN BERAU

Tanjung Redeb,.....ccocoiivir

Nomor

Lampiran:

Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah ...
tahun ........

Kepada Yth.

Bupati Berau

Di
Tanjung Redeb

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Presiden Normor 29 Tahun 2014 tentang Sistemn Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas NOIMOT .vervirrennnreenn: tanggal
............ / SK Tim Nomor........ tanggal......... kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Kami telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada
Perangkat Daerah............ dengan tujuan:
a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP
b. Menilai Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
c. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
akuntabilitas Perangkat Daerah
d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat periode
sebelumnya

9 Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen
kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja;
Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, dan Capaian Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj-IP) tahun ..... , merupakan
salah satu dokumen yang dievaluasi selain dokumen Rencana Aksi,
indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Individu (IKI)
dokumen Rencana !3trategis (Renstra) Perangkat Daerah....., dokumen
Rencana Kinerja ‘Tahunan (RKT) Tahun...., dokumen Perjanjian
Kinerja (PK) tahun ...... , serta dokumen terkait lainnya.




15 -

3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai

dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori
peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi
yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut;

Kategori | Interprestasi
1 | >90-100 AA | Sangat Memuaskan.
2 >80 - 90 A Memuaskan. ‘
3 >70 - 80 BB Sangat Baik. |
4 >60 - 70 B Baik, perlu sedikit perbaikan.
5 >50 - 60 CcC Cukup (memadai, perlu banyak
perbaikan yang tidak mendasar. |
6 >30 - 50 C Kurang, periu banyak perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar.
7 0-30 D Sangat Kurang, perlu banyak sekali
perbaikan dan perubahan yang
Jﬁsangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tahun ...... menunjukkan kategori
sebesar..........

------------

............. dengan nilai

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen
kinerja tersebut adalah:

a. Perencanaan kinerja

___<<uraikan hasil evaluasi perencanaan kinerja>>..
b. Pengukuran Kinerja

 <<uraikan hosil evaluasi pengukuran kinerja>>..
c. Pelaporan Kinerja

...<<uraikan hasil evaluasi pelaporan kinerja>>..
d. Evaluasi kinerja

... <<uraikan hasil evaluasi evaluasi kinerja>>..
e. Pencapaian Kinerja

_<<uraikan hasil evaluasi pencapaian kinerja>>..
f Rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti

__<<uraikan rekomendasi tahun sebelumnya yang belum
ditindaklanjuti>>..

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami
telah/akan melakukan perbaikan, antara lain :

.. <<uraikan saran perbaikan yang diberikan>....




Demikian kami sampaikan hasil evaluasi ata
Atas perhatiannya,

Perangkat Daerah.........
kasih.

Tembusan Yth :

Template Lembar Kerja Evaluasi
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KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANS! PEMERINTAH
PROVINS/KABUPATEN/KOTA ... ... ...

Kepala OPD,

.............

----------

-------------

---------------

s akuntabilitas kinerja
kami ucapkan terima

DINAS/BADAN ... ... ..
f SKPD KONTROL
NO KOMPONEN/SUB KOMPONEN KERANGKA
Y NILAI LOGIS
1 2 3 4 S
A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 30,00 100,00% 30,00
1. | PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 1000 | 100,00% 10,00 |
a. | PEMENUHAN RENSTRA (2%) 2.00 100,00% 1,00
1 | Renstra SKPD telah disusun YIT Belum diisi
5 | Renstra telah memuat tujuan YT Belum diis OK
Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan
3 | ukuran keberhasilan (indikator) A/BIC/DIE Belum duss OK
4 | Tujuan tclah discrtai target keberhasilannya A/B/CIDIE Belum diisi 0K
5 | Dokumen Renstra telah memual sasaran YT Belum diist OK
6 ls)ao;gargcn Renstra telah memuat indikator kinerja A/BICIDIE Behum diisi OK
7 | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan A/BIC/DIE Belum diisi OK
g | Renstra telah menyajikan 1KU ASBIC/DIE Belum diisi OK
9 | Renstratelah dipublikasikan YT Belum diisi OK
b. | KUALITAS RENSTRA (5%} 5,00 100,00% 5,00
10 | Tujuan telah berorientasi hasil . #DIV/! HDIV/O! #DIV/O!
wkuran keberhasilan (indikator) tjuan (outcome)
1! ;e;;af memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang DIV #DIV/O! #DIVA!
12 | Sasaran telah berorientasi hasil ADIVIO #DIV/O! wiver |
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Indikator kincrja sasaran (outcome dan output) tclah
13 | memcnuhi kriteria indikator kinerja yang baik #DIV/0! #DIV/0! #DIVID!
14 | Target kincrja ditctapkan dengan baik A/BIC/DIE Belum diisi OK
Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai N
15 | tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan A/BICID/E Belum diisi HDIV/ID!
16 I}%gljc:&ngm Renstra telah sclares dengan Dokumen A/BIC/D/E Belum diisi 4DLV/!
Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang
17 | seharusnya ditetapkan A/BIC/D/E Belum diisi HDIVID!
¢. | IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) 300 | 10000% 3,00
Dokumen Renstra digunakan scbagai acuans
18 | penvusunzn Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran. A/B/IC/DIE Belum diist #DIVA!
Target jangka menengah dalam Renstra telah
19 | dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun AMBIC/D/E Belum diisi #DIV/0!
berjalan
20 | Dokumen Renstra telah direviu sccara beriinla A/BIC/DIE Belum diisi HDIV/!
II. | PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 20,00 100.00% 20,00
PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA
2 | TAHUNAN (4%) 400! 10000% 4,00
1 | Dokumen perencanaan kinerja tzhunan tclah disusun YIT Belum disi
7 | Perjanjran Kinerja (PK) telah disusun YT Belum diisi OK
3 | PK teleh menyajikan IKU A/BIC/DIE Belum diisi OK
4 | PK telah dipublikasikan VIT Belum diisi 0K
KUALITAS PERENCANAAN KINERJA -
b | TAHUNAN (10%) 1000 | 100,00% 10,00
5 | Sasaran telah berorientasi hasil HDIVIO! HDIV/0! sDIVIO
Indikator kincrja sasaran dan hasil program
6 | (outcome) tgleh memenuhi kriteria indikator kinerja #DIV/O! EDIVIO! #DIVI!
yang baik
7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik A/BIC/DIE Belum diisi HDIV/O!
g | Kegiatan'merupakan cara untuk mencapai sasaran A/BIC/D/E | Belum diisi HDIV/O!
Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran tcliab
9 | didukung olch anggaran yang memadai A/BIC/D/E Belum dns HDIVIO!
10 | Dokumen PK tclah sclaras dengan RPJMD¥WRenstra A/BICIDIE Belum dust HDIV/0!
Dokumen PK telah menctapkan hal-hal yvang
11 | scharusnya ditctapkan (dalam kontrak kincrja/tugas A/BIC/DIE Belum diisi #DIVIO!
fungsi)
12 | Rencana Aksi atas Kinerja sudeh ada YT Belum diisi 0K
Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan
13 | target sccara periodik atas kinerja A/BIC/D/E Belum diisi oK
Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub
kegiatan/ komponen rinei sctiap periode ving akan i
14 | dijakukan dalam rangka mencapai kinerja Y Belum diisi OK
IMPLEMENTAS! PERENCANAAN KINERJA
© | TAHUNAN (6%) 6.00 | 100.00% 6.00
Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam
15 | penyusunan anggarsn YT Befuin diist #D1V/O!
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Target kinerja yang diperjanjikan telah dignakan o
16 | untuk mengukur keberhasilan A/BIC/DIE Belum diisi HDIVIO!
Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor . ‘
17 | pencapainnnya secara berkala A/BIC/DIE Belum diist H#DIVIO!
Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan o '
18 | dan pengorganisasian kegiatan A/BICDIE Belum diisi #DIV/I0!
Perjanjian Kinerja tclah dimanfastkan untuk .
19 | penyusunan (identifikasi) kinerja sampai k :pada A/BICID/E Belum diist #DIVIO}
tingkat esclon It dan v
B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 25,00 | 100.00% 25,00 J
I. | PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) 5,00 100,00% 500
Tclah terdapat indikator kinerja uiama (IKU} .
1 | sebagai whuran kinerja secara Jormal YT Belum diist
Tolah terdapet ukuran kinerja tingkat eselon 11! dan L
2 | IV sebagai turunan kinerja atasannya A/BIC/DIE Belum diisi
Terdapat mekanisme pengumpulan data kincrja A/BICDE Belurn diisi OK
4 | Indikator Kinerja Ulama telah dipublikasikan YT Belum diisi 0K
1. | KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 12,50 100,00% 12,50
5 | 1KU telah memenuhi kriteria indikator vang baik 4DV §DIV/0! HDIV/O!
6 | TKU telah cukup untuk mengukur kinerja 4DIV/O! 4DIV/O 4DTVIO!
7 | IKU unit ketja iclah sclaras dengan TKU IF AJB/C/DIE Belam diisi oK
Ukuran (Indikator) kinerja cselon i dan 1V teleh
8 | memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik A/BIC/DIE Belum diisi OK
Tndikator kinerja esclon 111 dan IV tclah sclaras
9 | dengan indikator kinerja atasannya A/B/IC/D/IE Belum diisi OK
Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu
i0 | yang mengacu pada 1KU unit kenja A/BIC/D/E Belum diisi HDIVIY!
grpanisasi/atasannya
Pengukuran kinerja sudah dilakukan sccara L
1 2 / !
i berjenjang A/BI/C/DIE Belum diisi HDIV/!
12 | Pengumpuian data kinerja dapat diandatkan A/BICIDIE Belum diisi oK
Pengumpulan data kinerja atas Rencana Axsi
13 | dilakukan sccara berkala YT Belum diisi OK
(bulanan/triwulanan/scmester)
Pengukuran kinerja sudah dikembangkan
14 | menggunakan teknologi informasi YT Belum ditsi OK
1L | IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7.5%) 7,50 100.00% 7.50
KU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen
15 | perencanaan dan penganggaran A/BIC/DIE Belum ditsi HDIV/0!
16 | KU telah dimanfastkan untuk penilaian kincrja A/BIC Belum diist HDIVIO!
Target kinerja esclon [11 dan TV telah dimonilor
17 | pencapaiannya ABIC Betum diisi #DIVI0!
Hasil pengukuran (capaian) kincrja mulai dan
1 setingkat csclon 1V keatas telah dikaitkan dengan .
8 | (dimanfaatkan scbagai dasar pemberian) reward & A/BIC/D/E Belum diisi HDIV/O!
punishment
19 | 1KU telah direviu secara berkala A/BIC/DIE Belum diisi ADIV/O!
Pengukuran kincrja atas Rencana Aksi digunakan
20 | untuk pengendalian dan pemantauzan kinerja secara ABIC Belum diisi #D1V/0!
berkala |




LAPORAN KINERJA (15%)

C.
L.

PEMENUHAN PELAPORAN (3%)

Laporan Kinerja telah disusun

Laporan Kinerja telah disampaikan tcpat waktu

Laporan Kincrja tclah di upload kedalam websile

Laporan Kincrja menyajikan informasi mengena
pencapaian KU

A/BIC/D/E

E\
2]

-

PENYAJIAN INFORMASI K1 NERJA (15%) |

Belum dnst

7.50 100,00% 150

Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian .
r 5 | sasaran yang berorientasi outcome j A/BIC/DIE Belum diisi 0K
Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenal .
6 | kinerja vang telah diperjanjikan A/B/C/D/E Belum diist 0K
Laporan Kinerja menyajikan cvaluasi dan analisis L
7 | mengenai capaian kincrja A/BIC/DIE Belum diisi 0K
Laporan Kincrja menyajikan pembandingan data
kincrja yang memadai antara realisasi tahun ini e
8 | dengan realisasi tahun sebelumnya dzn A/BIC/DIE Belum diisi #DIVA!
pembandingan lain yang diperlukan
Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang
9 | analisis efisiensi penggunaan sumber dava A/BIC/D Belum diisi #DIV/O!
Laporan Kinctia menyajikan informasi keuangan
10 | yang terkail dengan pencapaian sasaran kinerja AMBIC/DIE Belum diisi EDIV0!
instansi
1 L’}gmmm“ dalam Laporan Kinerja dapat A/B/CIE | Belum diisi HDIV/O!
1. :’f'lsl\lf.‘[/i\)NFAATAN INFORMASI KINERJA 4.50 100.00% 4.50
Tnformasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan
12 | cvaluasi akuntabilitas kinerja YT Belum diisi 0K
Informasi yang disajikan felah digunakan dalam
13 | perbaikan perencanaan A/BICIDIE Belum diisi OK
Informast yang disajikan telah digunaken untuk
menilai dan memperbaiki pelaksanaan program .
14 | dan kegiatan organisasi A/BIC/D/IE Belum diisi 0K
Informasi yang disajikan telah digunakan untuk ]
15 | peningkatan kinerja ASBIC/IDIE Belum diisi 0K
Informasi vang disajikan telah digunakan untuk
16 | penilaian kinerja A/BICIDIE Belum diisi 0K
p. EVALUASI INTERNAL (10%) 10,00 100,00% 10,00
1. | PEMENUHAN EVALUASI (2%) 2,00 100.00% 2,00
Terdapat pemantauan mengenai kemajuan
i | pencapaizn kinerja beserta hambatannya YT Belum diisi
» | Evaluasi program tclah dilakukan YT Belum diisi
Evaluas: atas pelaksanaan Rencana Aksi telah -
3| ditakukan pe e A/B/ICD Belum diisi oK
Hasil evaluasi telah disampaikan dan
4 | dikormunikasikan kepada pihak-pihak yang A/BIC/D/E Belum diisi #DIV/O!
berkepentingan
IL | KUALITAS EVALUASI (5%) 5,00 100,00% 5,00




Evaluasi program Jilaksanakan dalam rangka
5 | menilai keberhasilan program

“Evaluasi program tclab memberikan rckon_lcndasi-
rckomendasi perbaikan perencanaan kinerja vang
6 | dapat dilaksanakan
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Belum diisi

Belum diisi

Evaluasi program telah memberikan rekoriiendasi-

7 | rekomendasi peningkatan kincrja yang dafat A/BIC/DE Belum diisi 0K
dilaksanakan
Pemantauan Bgn_cg_n_a_&_k_&dilaksanaknn dalam B }
8 | rangka mengendalikan kinerja A/BIC/D/E Belum diis) 0K
Pemantauan Rencana Aksi telah memberitan ] ‘
9 | alteratif perbaikan yang dapat dilaksanak 1n A/BIC/DIE Belum diiss OK
Hasil cvaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan )
10 | perbaikan setiap periode A/BIC/D Belum diisi OK
1L | PEMANFAATAN EVALUASI (3%} 3,00 100,00% 3,00
Hastl cvaluasi program telah diindaklanjuti untuk
11 | perbaikan pelaksanasn program di masa yang akan A/BIC/D/E Belum diisi #DIV/iO!
datang,
Hasil cvaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti )
12 | datam bentuk iangkah-langkeh nyats A/BIC/D/E Belum ditsi #DIV/O!
E. PENCAPATAN SASARAN/KINERJA .
ORGANISASI (20%) 20,00 100.00% 20,00
E{!;E?JA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) 250 100,00% 7,50
(]
1 | Target dapat dicapai A/BIC/DIE Belum diisi
2 Capaian k'mcfja lebih baik dari tahun sebelumnya A/BIC/DIE Belum diisi
5 | Informasi mengenai kinesja dapat diandalkan A/BIC/DIE Belum diisi ]
KINERJA YANG DILAPORKAN (QUTCOME) 1250 100.00% 12.50
(12.5%)
4 | Target dapat dicapai Belum diisi
Capaian kinerja lebih baik dari tahun scbelumnya Belum diisi
6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandatkan Belum diist
gggjfs EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 100,00 100.00% 100,00

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

KETERANGAN:

TULIS NAMA INSTANSTVUNIT KERJA PADA KOLOM YANG

KETIK 'Y' ATAU 'T PADA KOLOM YANG BERWARNA HUAU DENGAN PILIHAN *Y/T"

KETIK ‘A' ATAL B ATAU'C' ATAU DY ATAU'E PADA KOLOM YANG BERWARNA HUJAU DENGAN PILHIAN "A”
UNTUK PERTANYAAN E.4-16 JAWABAN DITULIS PADA KEEL-L KKEI-IEL DAN KKELIN

BAB V

PENUTUP

r 100,00

Evaluasi atas implementasi SAKIP merupakan bagian dari siklus manajemen
instansi pemerintah. Dengan ditetapkannya Pedoman Evaluasi atas Implementasi

SAKIP secara mandiri (self evaluation),
acuan yang sama dalam melaksanakan

diharapkan para evaluator mempunyai
evaluasi. Namun demikian, diharapkan
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para evaluator juga dapat menggunakan inovasi-inovasi baru dan
mengembangkan secara terus menerus dalam melakukan evaluasi atas
implementasi SAKIP.

Pada akhirmya keberhasilan pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP
diharapkan dapat mencapai tujuan dari SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya
kinerja instansi pemerintah dan meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah
terhadap kinerjanya.

“MUHARRAM




